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ABSTRAK

AWALUDDIN (105951105719), Analisis Pendapatan Lembaga Pengelola Hutan
Desa (LPHD) Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, Di bawa
Bimbingan Hasanuddin Molo Dan Muthmainnah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan masyarakat Lembaga
Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan 18 Agustus
2023. Metode pengumpulan data dipilih dengan cara purposive sampling dengan
jumlah responden sebanyak 15 orang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan
bahwa total pendapatan dari hasil pengelolaan kemiri sebesar Rp.
49.374.000/tahun, dengan rata-rata Rp. 3.526.714/tahun setiap responden, dan
total pendapatan dari hasil pengelolaan madu trigona sebesar Rp.
23.365.000/tahun dengan rata-rata Rp. 1.557.667/tahun setiap responden. Maka
dapat disimpulkan bahwa total pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa
(LPHD) dari kemiri dan madu trigona yaitu sebesar Rp. 72.739.000/tahun dengan
rata-rata Rp. 4.849.267/tahun setiap responden.

Kata kunci : Analisis Pendapatan, Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa,
Pendapatan Kemiri, Pendapatan Madu Trigona
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ABSTRACK

AWALUDDIN (105951105719), Income Analysis of the Village Forest
Management Institution (LPHD) of Kamiri Village, Balusu District, Barru
Regency, Under the Guidance of Hasanuddin Molo and Muthmainnah.

This study aims to determine the income of the people of the Village Forest
Management Institution (LPHD) in Kamiri Village, Balusu District, Barru
Regency. This research was conducted from June 18 2023 to August 18 2023. The
data collection method was chosen by purposive sampling with a total of 15
respondents. Based on the research results, it shows that the total income from
candlenut management is Rp. 49,374,000/year, with an average of Rp.
3,526,714/year for each respondent, and the total income from managing trigona
honey is Rp. 23,365,000/year with an average of Rp. 1,557,667/year for each
respondent. So it can be concluded that the total income of the Village Forest
Management Institution (LPHD) from candlenuts and trigona honey is Rp.
72,739,000/year with an average of Rp. 4,849,267/year for each respondent.

Keywords: Income Analysis, Village Forest, Village Forest Management
Institution, Candlenut Income, Trigona Honey Income
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang
dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang
dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai
pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan
dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan,
hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021).

Pemerintah memberikan wadah kepada masyarakat dalam pengaturan
hutan secara koorperatif melalui perhutanan sosial yang di dalamnya terdapat
beberapa skema berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat,
hutan adat dan kemitraan. Tujuan pembangunan perhutanan sosial adalah
meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam rangka mengelola hutan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. P.83/Menhut-11/2016 menjadi dasar
hukum pelaksanaan perhutanan sosial. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut)
No0.9/Menhut-11/2021 tentang hutan desa merupakan salah satu kebijakan
Departemen Kehutanan yang mengatur sistem tenure formal masyarakat
mengelola sumberdaya hutan (Apriandana et al., 2021).

Hutan desa sebagaimana disebutkan di dalam Permenhut Hutan Desa
adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan

dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. untuk penyelenggaraannya dengan



memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam
memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari, sedangkan tujuannya adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan
(Khalid, 2021).

Menurut Abidin et al. (2016), tujuan dari hutan desa untuk meningkatkan
kesejahteraan desa. Masyarakat sekitar kawasan hutan dalam hal ini hutan desa,
berperan serta dalam penyelenggaraan, hutan desa memiliki Pelaksanaan kegiatan
Hutan Desa terdapat lembaga di dalamnya, yaitu Lembaga Pengelola Hutan Desa
(LPHD). Kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) merupakan
wadah dalam kegiatan pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat ( Apriandana et al., 2021).

Kesatuan pengelolaan hutan Lindung (KPHL) Ajatappareng merupakan
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) unit 11 Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan
KPHL Ajatappareng ditetapkan dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan nomor SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017, tanggal 28
November 2017 tentang penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung
dan kesatuan pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas
+ 69.848 Ha. Salah satu program perhutanan sosial KPH Ajatappareng yaitu
Hutan Desa Kamiri. Hak pengelolaan hutan desa kepada Lembaga Pengelola
Hutan Desa (LPHD) Kamiri seluas + 40 Ha pada kawasan hutan produksi terbatas
di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Adapun sumber pendapatan
masyarakat yang mengelola LPHD Kamiri yaitu kemiri dan madu trigona.

Berdasakan uraian tersebut, LPHD Kamiri banyak berpartisipasi terhadap



kegiatan pengelolaan hutan desa, yaitu memanfaatkan hasil hutan bukan kayu
seperti kemiri dan lebah madu trigona. oleh karena itu dilakukan penelitian
dengan judul Analisis Pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa

Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pendapatan
masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri, Kecamatan

Balusu, Kabupaten Barru.

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan masyarakat
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri, Kecamatan Balusu,
Kabupaten Barru.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah:
1. Memberikan informasi tentang pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa
(LPHD) di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
2. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat, instansi yang terkait tentang
pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Desa Kamiri,

Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang
dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang
dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai
pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan
dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan,
hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021).

Perhutanan Sosial dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan
untuk mitigasi peningkatan deforestasi dan degradasi hutan serta mengatasi
dampak negatif dari aktivitas masyarakat lokal di hutan dengan melibatkan
masyarakat sebagai subjek dalam melakukan pengelolaan hutan (Kumar 2015).
Keterbatasan akses lahan masyarakat di sekitar hutan tidak dapat dipungkiri
menjadi salah satu penyebab deforestasi. Permasalahan ini mendorong munculnya
konsep perhutanan sosial (Laksemi et al., 2019).

Sejak perhutanan sosial ditetapkan menjadi program nasional dari tahun
2014 kebijakan ini cukup banyak mendapatkan perhatian dari banyak kalangan
terutama dari pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak
lain. Perhutanan sosial saat ini menjadi salah satu kebijakan strategis dibidang
kehutanan yaitu sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat untuk

pengentasan kemiskinan melalui distribusi pengelolaan kawasan hutan kepada



masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan (Supriyanto, H., Roni, J. dan
Bayu S., 2017).

Sebagian besar areal untuk pengembangan program perhutanan sosial
berada di hutan lindung (Suharti et al., 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa hak
akses masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan akan terbatas pada
komoditas hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Penentuan jenis
komoditas yang akan dikembangkan harus memperhatikan potensi wilayah karena
setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda serta potensi dan kekhasan yang
berbeda pula (Faharuddin, 2012). Keberhasilan dari program perhutanan sosial
akan menjadi satu kontribusi yang besar pada program penanggulangan
kemiskinan masyarakat di sekitar hutan (Dewi, 2018).

2.2 Hutan Desa

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan
untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Artinya bahwa
masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam
mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Mengelola mempunyai
makna lingkup yang lebih luas, bukan sekedar memanfaatkan sumber daya hutan
yang ada tetapi lebih bertanggungjawab atas kelestarian fungsi hutan sebagai
penyangga kehidupan (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang
Walanae, 2010).

Hutan desa adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah suatu desa,
dimanfaatkan oleh desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Hutan

desa memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa, dan



meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Hutan
desa juga dapat menjamin keberlanjutan dan transformasi ekonomi serta budaya
masyarakat. Konsep hutan desa lebih kepada pemberian akses dan hak kelola
hutan kepada lembaga desa yang dianggap sebagai pemerintahan terkecil
(Guncoro et al., 2021).

Hutan desa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 1. Aspek teritorial,
hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa
definitif dan ditetapkan oleh kesepakan masyarakat. 2. Aspek status, hutan desa
adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa
tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa. 3. Aspek pengelolaan,
hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah yang terdapat
dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama
antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh
organisasi masyarakat desa. Pengelolaan hutan desa pada prinsipnya adalah
bagaimana melibatkan masyarakat di sekitar hutan, agar ikut memperoleh manfaat
dari keberadaan hutan tanpa mengubah fungsi dan status kawasan hutan tersebut
(Nurhaedah & Hapsari, 2014).

Menurut Alif dan Supratman (2010) pembangunan hutan desa dapat
memberi kontribusi untuk pengembangan keamanan mata pencaharian bagi
masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan, melalui
tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap kebijakan dan

institusi publik dalam penguasaan sumberdaya alam.



Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa Hutan Desa dimanfaatkan
untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan
produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, izin diberikan
kepada Lembaga Desa yang dibentuk oleh Desa melalui Peraturan Desa dan tidak
mengubah status dan fungsi kawasan hutan (Alkhoirunnisa, 2022).

Pemberian akses dituangkan dalam Permenhut No.P.9/Menhut-11/2021).
Hak-hak pengelolaan dalam Hutan Desa secara permanen diberikan oleh Menteri
Kehutanan/Pemerintah Daerah kepada lembaga desa dengan waktu 35 tahun dan
dapat diperpanjang. Adapun pelaksanaan diimplementasikan program hutan desa
diarahkan sesuai prinsip-prinsipnya bahwa: 1) tidak mengubah status dan fungsi
kawasan hutan; dan 2) ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan.
Hutan Desa mempunyai fungsi - sosial, ekonomi, budaya dan ekologis, Jadi
pengelolaan hutan desa berorientasi ekonomi perlu juga mempertimbangkan
aspek lainnya yang merupakan satu-kesatuan tak terpisahkan. Jika prinsip ini
tidak dipahami baik, maka yang akan terjadi adalah kerusakan hutan yang
membawa akibat buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia dan
lingkungannya. Penetapan areal kerja Hutan Desa dilakukan oleh Menteri
Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota. Memanfaatkan kawasan Hutan
Desa baik yang berada di hutan lindung mapupun hutan produksi, masyarakat
dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman
hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak.
Memanfaatkan jasa lingkungan dapat memulai kegiatan usaha pemanfaatan jasa

aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati,



penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan
karbon (Supratman dan Sahide, 2013).

Melalui pengembangan program hutan desa merupakan salah satu wujud
komitmen pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam
mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar
hutan.(Abidin et al., 2016). Lembaga Pengelola Hutan Desa merupakan media
untuk masyarakat menjalankan sistem pengelolaan hutan dan bertanggung jawab
untuk menjaga kelestarian hutan yang dikelola. Keberadaan Lembaga Pengelola
Hutan Desa dinilai penting bagi masyarakat dalam rangka menjaga kestabilan
fungsi hutan yang dikelola dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
sekitar kawasan hutan (Qurniati et al., 2017).

2.3 Pendapatan

Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan.
Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai
peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi
suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang
diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Lestari, 2021).

Menurut Muria, (2018, p. 27) pendapatan adalah penghasilan yang timbul
dari aktivitas perusahaan yang biasa (normal activity) dan dikenal dengan sebutan
yang berbeda, misalnya : penjualan (sales), penghasilan manufaktur (fees
revenues), pendapatan bunga (interest revenues), pendapatan dividen (dividen
revenues), pendapatan royalty (royalty revenues), dan pendapatan sewa (ret

revenues).



Ikatan Akuntan Indonesia (2019:22) mengungkapkan dalam Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
Mendefinisikan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan
aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan,
imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.

Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah
“kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas
perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang
dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

Menurut Sochib (2018:47) pendapatan merupakan aliran masuk aktiva
yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha
selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi
pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan 6 7
menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan
modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat
tersendiri dengan akun pendapatan.

Weygantd (2011) Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat
ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus
masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi
penanaman modal. Pendapatan adalah hasil yang dapat diperoleh dari kegiatan
operasi yang dilakukan perusahaan (Anjarwati & Safri, 2022). Pendapatan

merupakan penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan



dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan,

penghasilan jasa, bunga, dividen, dan royalty (Pawan, 2018, p. 351).

Menurut Arianti, (2020, p. 5) didalam unsur-unsur pendapatan yang

dimaksudkan adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur

tersebut sebagai berikut :

1.

2.

Pendapatan hasil produksi barang atau jasa.

Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomis
perusahaan oleh pihak lain.

Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan
lainlain suatu perusahaan.

Menurut Maulana, (2018, p. 5) pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor

yaitu sebagai berikut :

1.

Produk, salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain
produk yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan
desain produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.

Harga, jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan
suatu produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.

Distribusi, perantara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas
pendistribusiannya maka akan mempengaruhi penjualan ekonomi.

Promosi, promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan
tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi, dan mengingatkan

konsumen agar memilih program yang diberikan perusahaan.
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2.4 Kerangka Fikir

Di Kabupaten Barru terdapat kawasan Hutan Desa yang terletak di Desa

Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, masyarakat yang tinggal di sekitar

kawasan hutan Kkhususnya

Lembaga Pengelola

Desa (LPHD)

memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan karena masyarakat sekitar

kawasan banyak yang memanfaatkan hasil hutan, yaitu kemiri dan madu trigona.

UPT KPH Ajatappareng

Hutan Desa

A\ 4

LPHD Kamiri

Penerimaan

Biaya

l

Pendapatan Masyarakat

Gambar. 1 Kerangka Fikir
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I11. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Juni-Agustus 2023, di kawasan Hutan

Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

PETA
HUTAN DESA KEMIRI
KECAMATAN BALUSU
KABUPATEN BARRU

Skala 1:15.000
( Untuk Kertas Ukuran A3 )

0 145 290 580 870 1.160

Heter

Legenda
Kecamatan Balusu

Jalan

~= Sungai

IR J Desa Kemiri

Coordinate System: GCS WGS 1984
Datum: WGS 1984
Units: Degree

Z

TR

2=

T T T
194040 e 1rar2e

Gambar. 2 Peta Hutan Desa Kamiri

3.2 Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah; alat tulis,
kalkulator, laptop, kuisioner dan kamera.
3.3 Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut meliputi;
1. Data Primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan kuisioner masing—
masing responden untuk mengetahui pendapatan anggota Lembaga

Pengelola Hutan Desa (LPHD).
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2. Data Sekunder, yang diperoleh dari Lembaga Pengelola Hutan Desa
(LPHD) berupa data luas lahan yang di kelola setiap anggota LPHD Desa
Kamiri.

3.4 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini yaitu semua masyarakat yang terdapat di Desa
Kamiri. Sampel diambil dengan metode purposive sampling yaitu anggota
kelompok tani yang terlibat dalam LPHD Desa Kamiri dengan jumlah sebanyak
15 orang.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.4.1 Wawancara
Metode wawancara yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan
mengumpulkan keterangan secara lisan dari seorang responden secara
langsung atau bertatap muka untuk menggali informasi dari responden.

Wawancara itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas

pertanyaan. Adapun data yang akan diungkapkan dalam metode wawancara
ini tentunya data yang bersifat valid terhadap penelitian.

3.4.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.
3.4.3 Kuisioner

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyusun

daftar pertanyaan yang harus di jawab responden.
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3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Analisis kuantitatif, merupakan salah satu jenis penelitian yang
spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak
awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan
penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka,
mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan
dari hasilnya.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan penghitungan pendapatan
masyarakat pengelola LPHD dengan menggunakan rumus:

a. Penerimaan
TR=Px0
Keterangan :
TR : Total Revenue {penerimaan total (Rp)}
P : Price (harga)

Q : Quantity (Jumlah barang)
b. Biaya

TC=FC+VC

Keterangan :

TC : Biaya Total

FC : Biaya Tetap

VC : Biaya Variabel
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c. Pendapatan

I=TR-TC
Keterangan :

I : Income (pendapatan)

TR : Total Penerimaan
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IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Luas

Desa Kamiri merupakan salah satu Desa di Kecamatan Balusu, terletak di
dataran tinggi (pegunungan) berbatasan dengan beberapa Desa lain di Kecamatan
Balusu. Desa Kamiri terbagi menjadi empat 4 Dusun yakni Dusun Baera,
Dusun Tanru Tedong, Dusun Rumpiah, Dan Dusun Kamiri.

Luas wilayah Desa Kamiri sebesar 54,72 km2 Adapun batas wilayah

Desa Kamiri antara lain :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balusu
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Binuang atau Desa Galung
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Takkalasi
4.2 1klim

Tipe iklim dengan metode Zone Agroklimatologi yang berdasarkan pada
bulan basah (curah hujan lebih dari 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan
kurang dari 100 mm/bulan) di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 persen
wilayah (84,340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-
turut 5-6 bulan (Oktober — Maret) dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2

bulan (April — September) (BPS Kabupaten Barru, 2021).

16



4.3 Keadaan Topografi

Tingkat topografi pada Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru
antara datar sampai curam, tingkat topografinya 8% - 45% dengan ketinggian dari
permukaan laut antara £25 m — 1.500 m. Topografi wilayah Desa Kamiri
didominasi oleh topografi curam sebesar 42,92%.

Tabel. 1 Topografi Desa Kamiri

No. Kelas Lereng Kelerengan I(‘ﬁgi Peri%taﬂ
1 | Datar 0-8 408,88 7,47
2 | Landai 8-15 646,14 11,81
3 | Agak Curam 5-25 1.305,62 23,86
4 | Curam 25-45 2.348,68 42,92
5 | Sangat Curam > 45 762,67 13,94
Jumlah 5.472 100

Sumber: BPS Kabupaten Barru, 2022

4.4 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah Desa Kamiri 2.649 jiwa, dengan kepala

keluarga 668 dimana perempuan berjumlah 1.396 jiwa lebih banyak dari laki-laki

dengan jumlah 1.253 jiwa, yang terbagi atas beberapa kelompok.

Adapun tabel distribusi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan desa

seperti tabel berikut.

Tabel. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk
No. Desa Laki-Laki Perempuan Total
1. Kamiri 1.253 1.396 2.649
Jumlah 1.253 1.396 2.649

Sumber: BPS Kabupaten Barru, 2022




4.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di kecamatan Balusu

diantaranya taman kanak-kanak, sekolah dasar dan madrasah, selengkapnya

dilihat pada Tabel 3.

Tabel. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

No | Tingkat Pendidikan | Sekolah | Jumlah Murid | Jumlah Guru

111K 3 60 10

2 |sD 5 289 56

3 | sMmP i 36 13

4 | SMA . - -
Jumlah 9 385 79

Sumber: BPS Kabupaten Barru 2022

Jumlah sarana prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Kamiri

Kecamatan Balusu Kabupaten Barru,

terlinat pada Tabel 3 bahwa tingkat

pendidikan TK yaitu 3 unit sekolah, jumlah murid 60 orang, dan jumlah guru 10

orang. Tingkat pendidikan SD derajat yaitu 5 unit Sekolah, jumlah murid 289

orang, dan jumlah guru 56 orang. Tingkat pendidikan SMP derajat yaitu 1 unit

sekolah, jumlah murid 36 orang, dan jumlah guru 13 orang.
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 ldentitas Responden

Identitas dari responden merupakan suatu kondisi yang menggambarkan
keadaan responden atau wilayah setempat secara keseluruhan. ldentitas dari
responden yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: umur, tingkat pendidikan,
dan luas lahan.

5.1.1 Umur Responden

Umur adalah suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana waktu telah
berlalu sejak seseorang dilahirkan atau sejak suatu peristiwa tertentu terjadi. Umur
adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk,
baik yang hidup maupun mati (Rudimin et al., 2017).

Klasifikasi berdasarkan umur responden, untuk lebih jelasnya dapat diliat
pada Tabel 4.

Tabel. 4 Umur Responden

No. Umur (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%)
1 21-30 % 6,7
2 31-40 5 33.3
3 41 -50 1 6,7
4 51 -60 6 40
5 61— 70 2 13,3
Jumlah 15 100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

Table 4 menunjukkan persentase umur responden terbesar berada pada
selang umur 51-60 tahun sebesar 40%. Persentase umur responden terkecil berada

pada selang umur 21-30, dan 41-50 tahun sebesar 6,7%.
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5.1.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung
sepanjang hayat dalam segala lingkungan dan situasi yang memberikan pengaruh
positif pada pertumbuhan setiap individu (Pristiwanti et al., 2022).
Klasifikasi berdasarkan tingakat pendidikan responden, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 5.

Tabel. 5 Tingkat Pendidikan Responden

No | Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Perig/(r:)tase
1 [SD 5 20
2 | SMP 6 o
3 | SMA/Sederajat 2 133
4 | Perguruan Tinggi 1 B
Jumlah 15 100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023
Berdasarkan hasil Tabel 5 dapat dilihat Tingkat Pendidikan Responden

hanya sebagian besar SD dan SMP dengan jumlah 12 orang dengan masing-
masing (40%) sementara tingkat Pendidikan yang terkecil adalah perguruan tinggi
dengan Jumlah 1 orang dengan persentase (6,7%) dari jumlah responden sebanyak
15 orang.
5.1.3 Luas Lahan

Luas lahan yang dikelola responden yang menjadi objek pada penelitian

ini ditunjukkan pada Tabel 6.
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Tabel. 6 Luas Lahan Responden

No Luas Lahan (Ha) Jumlah Orang | Persentase (%)
2-3 15 100
2 3-4 0 0
Jumlah 15 100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2023

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa luas lahan responden yakni 2 — 3
Ha, dengan persentase 100%. Sedangkan luas lahan 3 — 4 Ha dengan persentase

0%. Luas lahan Hutan Desa yang berbeda-beda antara petani ditambah dengan

kondisi lahan yang berbeda-beda, mengakibatkan perbedaan pendapatan.

5.2 Analisis Pendapatan Kemiri Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

Pendapatan masyarakat pengelola Lembaga Pengelola Hutan Desa

(LPHD) adalah semua penerimaan dari hasil usaha kemiri di dalam kawasan

Hutan Desa di kurangi dengan semua pengeluaran pada saat melakukan usaha

kemiri. Untuk mengetahui berapa besar pendapatan masyarakat pengelola kemiri

di Hutan Desa di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dapat di lihat

pada Tabel 7.
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Tabel. 7 Pendapatan Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Kamiri

NO | esponden | (RPrTaany | BIVA(Rp/Tahun) | COEE
1 Al 4.800.000 405.000 4.395.000
2 A2 - - -
3 A3 3.600.000 299.000 3.301.000
4 A4 3.900.000 308.000 3.592.000
5 A5 4.500.000 303.000 4.197.000
6 A6 5.100.000 290.000 4.810.000
7 A7 4.500.000 345.000 4.155.000
8 A8 3.000.000 241.000 2.759.000
9 A9 3.600.000 355.000 3.245.000
10 A10 3.900.000 345.000 3.555.000
11 All 4.800.000 305.000 4.495.000
12 A12 2.400.000 245.000 2.155.000
13 A13 3.000.000 290.000 2.710.000
14 Al4 3.600.000 355.000 3.245.000
15 A15 3.000.000 240.000 2.760.000

Jumlah 53.700.000 4.326.000 49.374.000

Rata — Rata 3.835.714 309.000 3.526.714

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

Pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa total penerimaan masyarakat pengelola
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang mengelola kemiri sebanyak
Rp.53.700.000/tahun, dengan rata- rata penerimaan Rp. 3.835.714/tahun, dikurangi
dengan pengeluaran yang di keluarkan oleh masyarakat yang mengelola kemiri

sebanyak Rp 4.326.000/tahun dengan rata-rata pengeluaran Rp. 309.000, Jadi total
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pendapatan masyarakat pengelola kemiri sebesar Rp. 49.374.000/tahun dengan rata-

rata pendapatan sebanyak Rp. 3.526.714/tahun.

5.3 Analisis Pendapatan Madu Trigona Lembaga Pengelola Hutan Desa
(LPHD)

Pendapatan masyarakat pengelola Lembaga Pengelola Hutan Desa
(LPHD) adalah semua penerimaan dari hasil usaha madu trigona di dalam
kawasan Hutan Desa di kurangi dengan semua pengeluaran pada saat melakukan
usaha madu trigona. Untuk mengetahui berapa besar pendapatan masyarakat
pengelola madu trigona di Hutan Desa di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu,
Kabupaten Barru dapat di lihat pada Tabel 8.

Tabel. 8 Pendapatan Masyarakat Pengelola Madu Trigona di LPHD Kamiri

No Nama Penerimaan Biaya (Rp Pendapatan

Responden (RP/Tahun) /Tahun) (Rp/Tahun)
1 Al 2.400.000 305.000 2.095.000
2 A2 2.160.000 280.000 1.880.000
3 A3 1.800.000 235.000 1.565.000
4 A4 2.400.000 325.000 2.075.000
5 A5 1.680.000 425.000 1.255.000
6 A6 2.040.000 240.000 1.800.000
7 A7 1.800.000 235.000 1.565.000
8 A8 1.440.000 230.000 1.210.000
9 A9 1.800.000 330.000 1.470.000
10 Al0 2.400.000 330.000 2.070.000
11 All 1.440.000 230.000 1.210.000
12 Al2 1.800.000 275.000 1.525.000
13 Al3 1.200.000 260.000 940.000
14 Al4 1.440.000 230.000 1.210.000
15 Al15 1.800.000 305.000 1.495.000
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No Nama Penerimaan Biaya (Rp Pendapatan
Responden (RP/Tahun) /Tahun) (Rp/Tahun)
Jumlah 27.600.000 4.235.000 | 23.365.000
Rata — Rata 1.840.000 282.333 1.557.667

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

Pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa penerimaan masyarakat pengelola
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang mengelola madu trigona sebanyak Rp.
27.600.000/tahun, dengan rata-rata penerimaan Rp. 1.840.000/tahun, dikurangi
dengan pengeluaran yang di keluarkan oleh masyarakat pengelola madu trigona
sebanyak Rp 4.235.000/tahun, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 282.333/tahun, Jadi
total pendapatan masyarakat pengelola madu trigona sebesar Rp 23.365.000/tahun
dengan rata-rata pendapatan Rp. 1.557.667/tahun.
5.4 Analisis Pendapatan Kemiri dan Madu Trigona Pengelola LPHD Kamiri

Analisis total pendapatan adalah seluruh pendapatan yang didapatkan dari
usaha pengelolaan kemiri dijumlah dengan seluruh pendapatan dari usaha madu
trigona. Untuk mengetahui total pendapatan masyarakat pengelola kemiri dan madu
trigona di Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kamiri di Desa Kamiri

Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dapat di lihat pada Tabel 9.
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Tabel. 9 Total Pendapatan Kemiri dan Trigona

o | ol | Peresn i | prdepn | 7oty
(Rp/Tahun)

1 Al 4.395.000 2.095.000 6.490.000
2 A2 - 1.880.000 1.880.000
3 A3 3.301.000 1.565.000 4.866.000
4 A4 3.592.000 2.075.000 5.667.000
5 A5 4.197.000 1.255.000 5.452.000
6 A6 4.810.000 1.800.000 6.610.000
7 A7 4.155.000 1.565.000 5.720.000
8 A8 2.759.000 1.210.000 3.969.000
9 A9 3.245.000 1.470.000 4.715.000
10 Al10 3.555.000 2.070.000 5.625.000
11 All 4.495.000 1.210.000 5.705.000
12 Al2 2 .58 060 1.525.000 3.680.000
13 Al3 2.710.000 940.000 3.650.000
14 Al4 3.245.000 1.210.000 4.455.000
15 Al5 2.760.000 1.495.000 4.255.000
Jumlah 49.374.000 23.365.000 72.739.000
Rata — Rata 3.526.714 1.557.667 4.849.267

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

Pada Tabel 9 dari 15 responden di atas dapat diketahui bahwa pendapatan
masyarakat pengelola Hutan Desa yang mengelola kemiri sebanyak Rp

49.374.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp. 3.526.714/tahun, dan

pendapatan madu trigona sebanyak Rp 23.365.000/tahun, dengan rata-rata
pendapatan Rp. 1.557.667/tahun. Total pendapatan dari kemiri dan madu trigona
sebanyak Rp 72.739.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp. 4.849.267/tahun.

Jadi pendapatan pengelola kemiri lebih banyak dibanding dengan pendapatan
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madu trigona. Berdasarkan hasil penelitian (Rahmi, 2021), pendapatan petani
kemiri di Kecamatan Bontocani di Kabupaten Bone yaitu RP. 216.337.779/tahun,
dengan 30 responden dan luas lahan yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian
(Fitriyah et al., 2020), pendapatan masyarakat peternak lebah madu trigona yaitu
rata-rata Rp. 4.685.000/tahun. Pendapatan masyarakat dapat berbeda-beda

dikarenakan luas lahan yang dikelola berbeda.
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VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil
wawancara responden 15 orang anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD,
total pendapatan dari hasil pengelolaan kemiri sebesar Rp. 49.374.000/tahun,
dengan rata-rata Rp. 3.526.714/tahun setiap responden, dan total pendapatan dari
hasil pengelolaan madu trigona sebesar Rp. 23.365.000/tahun dengan rata-rata Rp.
1.557.667/tahun setiap responden. Total pendapatan Lembaga Pengelola Hutan
Desa (LPHD) dari kemiri dan madu trigona yaitu sebesar Rp. 72.739.000/tahun
dengan rata-rata Rp. 4.849.267/tahun setiap responden.
6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan kepada pemerintah
dalam hal ini dinas terkait harus lebih mengintensifkan pembinaan terhadap
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri, untuk meningkatkan
produktifitas, dan kinerja masyarakat dalam melaksanakan usahanya sehingga

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
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LAMPIRAN



Lampiran. 1 Kuisioner Penelitian

KUISIONER PENELITIAN

ANALISIS PENDAPATAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN

DESA (LPHD) DESA KAMIRI KECAMATAN BALUSU
KABUPATEN BARRU

1. Data Responden

1.

2.

Nama

Alamat

. Umur Responden
. Jenis Kelamin L/P
. Status Dalam Keluarga

. Pendidikan Terakhir

a. SD
b. SMP
c. SMA

d. Perguruan Tinggi

32



Kuisioner Responden

1. Berapa luas lahan yang dikelola?



No.

Luas
Lahan

Jenis Produk

Biaya

Jumlah
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Lampiran. 2 Tabulasi Data Hasil Penelitian

Tabel. 10 Data Identitas Responden Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

Kamiri
-uas Pendidikan | Jenis
No Nama Lahan | Umur : : Jenis Produk
Terakhir Kelamin
(Ha)

1 | Rahmansyah (A1) 3 57 ) Laki- laki | f<emiri, Madu
Trigona

2 | Hasanah (A2) 2 33 P??ﬂ“&g?n Perempuan | Madu Trigona
3 | Baharuddin (A3) 3 63 SD Laki - laki | emiri, Madu
Trigona

4 | M. Tahir (A4) 3 62 SD Laki- laki | emiri, Madu
Trigona

5 | Darwis (A5) 3 52 SMP Laki- laki | Kemiri, Madu
Trigona

6 | Haeruddin (A6) 3 27 SMA Laki - laki | "<emiri, Madu
Trigona

7 | Ardi (A7) 3 38 SMA Laki -laki /| 'emiri, Madu
Trigona

8 | Jamaluddin (A8) 2 54 SMP Laki - laki | <emiri, Madu
Trigona

9 | Jalil (A9) 3 40 SD Laki - laki | Kemiri, Madu
Trigona

10 | Abd. Rauf (A10) 3 52 SMP Laki- laki | 'emiri, Madu
Trigona

11 | Abd. Wahab (A11) 3 56 SD Laki - laki | "<emiri, Madu
Trigona

12 | Marewangeng (A12) | 2 38 SMP Laki - laki | <emiri, Madu
Trigona

. . Kemiri Madu

13 | Dg. Pangerang (A13) 2 58 SD Laki - laki Trigona
14 | Usman (A14) 3 40 SMP Laki- laki | '<emiri, Madu
Trigona

15 | Amiruddin (A15) 2 4 SMP Laki- laki | '<emiri, Madu
Trigona

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023
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Tabel. 11 Penerimaan Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Kamiri

Jumlah Harga Produk | Penerimaan
No Nama Responden Produk (Ro/Kg) (Rp/Tahun)
(Kg)
1 | Rahmansyah (Al) 160 30.000 4.800.000
2 | Hasanah (A2) - - -
3 | Baharuddin (A3) 120 30.000 3.600.000
4 | M. Tahir (A4) 130 30.000 3.900.000
5 | Darwis (A5) 150 30.000 4.500.000
6 | Haeruddin (A6) 170 30.000 5.100.000
7 | Ardi (A7) 150 30.000 4.500.000
8 | Jamaluddin (A8) 100 30.000 3.000.000
9 | Jalil (A9) 120 30.000 3.600.000
10 | Abd. Rauf (A10) 130 30.000 3.900.000
11 | Abd. Wahab (A11) 160 30.000 4.800.000
12 | Marewangeng (A12) 80 30.000 2.400.000
13 | Dg. Pangerang (A13) 100 30.000 3.000.000
14 | Usman (A14) 120 30.000 3.600.000
15 | Amiruddin (A15) 100 30.000 3.000.000
Jumlah 53.700.000
Rata - Rata 3.835.714
Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023

36



Tabel. 12 Pengeluaran Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Kamiri

No Nama Alat dan Jumlah Harga Penaeluaran/Tahun
Responden Bahan | Alat/Tahun (RP) g

Pengupas 15 2.000 30.000

kemiri

Rahmansyah Karung
1| A1) Keci] 10 2.500 25.000
Terpal 3 50.000 150.000
Bakul 4 50.000 200.000
Pengupas . i i

kemiri
2 | Hasanah (A2) ﬁzgliJlng - - -
Terpal - - -
Bakul - z -
ScRdine 12 2.000 24.000

kemiri

Baharuddin Karung
3 | (a3) ey 10 2.500 25.000
Terpal 2 50.000 100.000
Bakul 3 50.000 150.000
Biicunas 14 2.000 28.000

kemiri
4 | M. Tahir (A4) EZL‘:I”Q 12 2,500 30.000
Terpal 2 50.000 100.000
Bakul 3 50.000 150.000
Ee”‘?!”.pas 14 2.000 28.000

emiri
5 | Darwis (A5) Egg‘:lng 10 2,500 25.000
Terpal 2 50.000 100.000
Bakul 3 50.000 150.000
Pengupas 10 2.000 20.000

kemiri

Haeruddin Karung
5 | (a6) Keci] 8 2.500 20.000
Terpal 2 50.000 100.000
Bakul 3 50.000 150.000
ig&%;‘ipas 10 2.000 20.000

7 | Ardi (A7) Karun
Ung 10 2.500 25.000

Kecil
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No Nama Alat dan Jumlah Harga Penaeluaran/Tahun
Responden Bahan | Alat/Tahun (RP) g

Terpal 3 50.000 150.000
Bakul 3 50.000 150.000
Eengu.pas 8 2.000 16.000

emiri

Jamaluddin Karung
8 | (Ag) Kecil 10 2.500 25.000
Terpal 2 50.000 100.000
Bakul 2 50.000 100.000
Eeng.“.pas 15 2.000 30.000

emiri

i Karung
9 | Jalil (A9) ad| 10 2.500 25.000
Terpal 2 50.000 100.000
Bakul 4 50.000 200.000
Eengu.pas 10 2.000 20.000

emiri

Abd. Rauf Karung
10 | (A10) k- 10 2.500 25.000
Terpal 2 50.000 100.000
Bakul 4 50.000 200.000
Eengu.pas 15 2.000 30.000

emiri

Abd. Wahab Karung
11 (AL1) .1l 10 2.500 25.000
Terpal 2 50.000 100.000
Bakul 3 50.000 150.000
B 10 2.000 20.000

kemiri

Marewangeng | Karung
12 | (A12) -— 10 2.500 25.000
Terpal 2 50.000 100.000
Bakul 2 50.000 100.000
Pengupas 10 2.000 20.000

kemiri

Dg. Pangerang | Karung
13 | (A13) Kecil 8 2.500 20.000
Terpal 2 50.000 100.000
Bakul 3 50.000 150.000
ig&%;‘ipas 15 2.000 30.000

14 | Usman (Al4) Karun
ing 10 2.500 25.000

Kecil
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No Nama Alat dan Jumlah Harga Penaeluaran/Tahun
Responden Bahan | Alat/Tahun (RP) g
Terpal 3 50.000 150.000
Bakul 3 50.000 150.000
Pengupas | 44 2.000 20.000
kemiri
Amiruddin Karung
15 (A15) Kecil 8 2.500 20.000
Terpal 2 50.000 100.000
Bakul 2 50.000 100.000
Total 4.326.000
Rata - Rata 309.000

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2023
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Tabel. 13 Penerimaan Masyarakat Pengelola Madu Trigona Di LPHD Kamiri

No Nama Responden Jumlah | Harga Produk Penerimaan
Produk (L) | (Rp/Liter) (Rp/Tahun)
1 | Rahmansyah (A1) 9,2 (20) 260.870 2.400.000
2 | Hasanah (A2) 8,3 (18) 260.870 2.160.000
3 | Baharuddin (A3) 6,9 (15) 260.870 1.800.000
4 | M. Tahir (A4) 9,2 (20) 260.870 2.400.000
5 | Darwis (A5) 6,4 (14) 260.870 1.680.000
6 | Haeruddin (A6) 7,8 (17) 260.870 2.040.000
7 | Ardi (A7) 6,9 (15) 260.870 1.800.000
8 | Jamaluddin (A8) B (12) 260.870 1.440.000
9 | Jalil (A9) 6,9 (15) 260.870 1.800.000
10 | Abd. Rauf (A10) 9,2 (20) 260.870 2.400.000
11 | Abd. Wahab (A11) 5,5(12) 260.870 1.440.000
12 | Marewangeng (A12) 6,9 (15) 260.870 1.800.000
13 | Dg. Pangerang (A13) | 4,6 (10) 260.870 |  1.200.000
14 | Usman (A14) 5,5 (12) 260.870 |  1.440.000
15 | Amiruddin (A15) 6,9 (15) 260.870 |  1.800.000
Jumlah 27.600.000
Rata — Rata 1.840.000
Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2023
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Tabel. 14 Pengeluaran Masyarakat Pengelola Lebah Madu Trigona di LPHD
Kamiri

Nama

Jumlah

No Responden Alat dan Bahan Alat/Tahun Harga (RP) | Pengeluaran/Tahun
Gergaji 1 30.000 30.000

h h Botol bekas (460 ml) 20 1.000 20.000

1 FAal)ma”Sya Paku 2 25.000 50.000
Papan 4 45.000 180.000

Palu 1 25,000 25,000

Gergaji 1 30.000 30.000

Botol bekas (460 ml) 20 1.000 20.000

2 | Hasanah (A2) Paku e 25.000 25.000
Papan 4 45.000 180.000

Palu 1 25,000 25,000

Gergaji i 30.000 30.000

Baharuddin Botol bekas (460 ml) 20 1.000 20.000

3 (A3) Paku i 25.000 25.000
Papan 3 45.000 135.000

Palu 1 25,000 25,000

Gergaji 1 30.000 30.000

Botol bekas (460 ml) 20 1.000 20.000

4 | M. Tahir (A4) Paku 1 25.000 25.000
Papan 5 45.000 225.000

Palu i 25,000 25,000

Gergaji 1 30.000 30.000

Botol bekas (460 ml) 3 1.000 25.000

5 | Darwis (A5) Paku 3 25.000 75.000
Papan 6 45.000 270.000

Palu i 25,000 25,000

Gergaji 1 30.000 30.000

Haeruddin Botol bekas (460 ml) 20 1.000 20.000

6 (A6) Paku 2 25.000 50.000
Papan 3 45.000 135.000

Palu 1 25,000 25,000

Gergaji 1 30.000 30.000

Botol bekas (460 ml) 15 1.000 15.000

7 | Ardi (A7) Paku 2 25.000 50.000
Papan 3 45.000 135.000

Palu 1 25,000 25,000

Jamaluddin Gergaji 1 30.000 30.000

8 (A8) Botol bekas (460 ml) 15 1.000 15.000
Paku 1 25.000 25.000
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No Rels\lpaor?Sen Alat dan Bahan AIJali/rpl'Er?un Harga (RP) | Pengeluaran/Tahun
Papan 3 45.000 135.000

Palu 1 25,000 25,000

Gergaji 1 30.000 30.000

Botol bekas (460 ml) 20 1.000 20.000

9 | Jalil (A9) Paku 3 25.000 75.000
Papan 4 45.000 180.000

Palu 1 25,000 25,000

Gergaji 1 30.000 30.000

Botol bekas (460 ml) 20 1.000 20.000

10 ':‘:’fd)Ran Paku 2 25.000 50.000
Papan ? 45.000 225.000

Palu i 25,000 25,000

Gergaji i 30.000 30.000

Botol bekas (460 ml) 15 1.000 15.000

11 (AAbfl')W""hab Paku 1 25.000 25.000
Papan 3 45.000 135.000

Palu i 25,000 25,000

Gergaji 1 30.000 30.000

Marewanbe Botol bekas (460 ml) B 1.000 15.000

12 (A12) Paku 1 25.000 25.000
Papan 4 45.000 180.000

Palu d. 25,000 25,000

Gergaji i 30.000 30.000

Dg. Pangerang Botol bekas (460 ml) 20 1.000 20.000

13 ( Ai3) Paku 2 25.000 50.000
Papan 3 45.000 135.000

Palu 1 25,000 25,000

Gergaji i 30.000 30.000

Botol bekas (460 ml) 15 1.000 15.000

14 | Usman (A14) Paku 1 25.000 25.000
Papan 3 45.000 135.000

Palu 1 25,000 25,000

Gergaji 1 30.000 30.000

Amiruddin Botol bekas (460 ml) 20 1.000 20.000

15 (Al5) Paku 2 25.000 50.000
Papan 4 45.000 180.000

Palu 1 25,000 25,000

Jumlah 4.235.000

Rata — Rata 282.333

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2023
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Lampiran. 3 Dokumentasi Penelitian

Gambar. 4 Wawancara Responden
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Lampiran. 4 SK LPHD Kamiri

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : SK. 5161/MENLHK—PSKL/PKPS/PSL.O/ 10/2017

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA
PENGELOLA HUTAN DESA KAMIRI SELUAS + 40 (EMPAT PULUH) HEKTARE
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS D1 DESA KAMIRI
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU =

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor 522/78/Dishut tanggal
27 Desember 2012, Bupati Barru mengajukan usulan
Penetapan Areal Kerja Hutan Desa seluas £ 100 (Seratus)
hektare di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten
Barru Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK.647/Menhut-11/2014 tanggal 23 Juli 2014,
Menteri Kehutanan telah menerbitkan Penetapan Areal
Kerja Hutan Desa Kamiri seluas *+ 40 (Empat Puluh)
hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa
Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi
Sulawesi Selatan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf (), Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/
Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial,

dalam hal masa berlakunya Keputusan Menteri

Kehutanan
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Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja HD dan HKm
telah berakhir, Menteri menerbitkan Hak Pengelolaan
Hutan Desa berdasarkan hasil evaluasi;

_bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Nomor
BA.61/PKPS/PHD/PSKL.0/4/2017 tanggal 6 April 2017,
areal tersebut huruf a,Areal yang direkomendasikan
menjadi areal HPHD seluas * 40 (Empat Puluh) hektare
pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

_bahwa berdasarkan Telaahan Peta Areal Kerja Nomor
T.160/PKPS/PHD/PSKL.0/9/2017 tanggal 12 September
2017, areal tersebut huruf b direkomendasi seluas * 40
(Empat Puluh) hektare berada pada kawasan Hutan
Produksi Terbatas (HPT);
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
dalam penjelasan pasal 64 ayat (1) huruf a bahwa yang
dimaksud dengan kawasan Hutan Produksi Terbatas
adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan
untuk budidaya hutan alam;

.~ bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/
Setjen/Kum-1/10/2016  tentang Perhutanan  Sosial,
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian
Hak Pengelolaan Hutan Desa;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf
e, huruf f dan huruf g perlu diterbitkan Keputusan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang

Pemberian...
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Mengingat

Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga
Pengelola Hutan Desa Kamiri seluas + 40 (Empat Puluh)
hektare, berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas
(HPT) di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru

Provinsi Sulawesi Selatan.

. Undang-Undang - Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneésia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan-Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

4. Peraturan...
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Menetapkan

KESATU

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 17);

_ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/Menlhk-1I/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja /' Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2015 Nomor 713);

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor: P.14/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2016 Nomor 210);

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang

Perhutanan Sosial.
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN A MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA KAMIRI SELUAS t
40 (EMPAT PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN
PRODUKSI TERBATAS DI DESA KAMIRI KECAMATAN
BALUSU KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN.

Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada
Lembaga Pengelola Hutan Desa Kamiri di wilayah
administrasi Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten
Barru Provinsi Sulawesi Selatan seluas * 40 (Empat
Puluh) Hektare, berada pada kawasan

Hutan...
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan susunan

pengurus sebagaimana lampiran keputusan ini.

Letak dan batas Hak Pengelolaan Hutan Desa
sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah
sebagaimana tergambar pada lampiran Keputusan

Menteri ini.

Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana

dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan :

1. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diwariskan;

2. Hak Pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak
kepemilikan atas kawasan hutan;

3. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang dipindah
tangankan;

4. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak boleh mengubah
status dan fungsi kawasan hutan;

5. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang digunakan
untuk- * kepentingan lain diluar rencana usaha
pemanfaatan;

6. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diagunkan
kecuali tanamannya,

7. Dilarang menanam sawit di areal Hak Pengelolaan
Hutan Desa.

Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana Amar

KESATU, meliputi:

1. Usaha pemanfaatan kawasan;

2. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

3. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu;dan

4. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan

kayu dengan sistem tebang pilih.

KELIMA...
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KELIMA

KEENAM

Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga
Pengelola Hutan Desa Kamiri berhak:

L.

mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan
pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara
sepihak oleh pihak lain;

melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar
KEEMPAT sesuai dengan Kkearifan lokal antara lain

sistem usaha tani terpadu;

. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada

di dalam areal Hak Pengelolaan Hutan Desa;

. mengembangkan ekonomi  produktif  berbasis

kehutanan;

. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan

Desa serta penyelesaian konflik;

. mendapat pendampingan kemitraan dalam

pengembangan usahanya;

. mendapat pendampingan penyusunan rencana

pengelolaan hutan desa dan rencana kerja tahunan

hak pengelolaan hutan desa; dan

. mendapat 'perlakuan yang adil atas dasar gender

ataupun bentuk lainnya.

Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga

Pengelola Hutan Desa Kamiri berkewajiban:

i,

menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran

lingkungan;

2. memberi tanda batas areal kerjanya;

. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD)

dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan
Desa (RKTHPHD);

menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
Hutan Desa kepada pemberi Hak Pengelolaan Hutan
Desa;

5. melakukan...
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KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di
areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa;
melaksanakan tata usaha hasil hutan;

membayar provisi sumber daya hutan;

. mempertahankan fungsi hutan; dan

© ® N0

. melaksanakan perlindungan hutan.

Kegiatan pemanfaatan kayu dilakukan dengan sistem
silvikultur tebang pilih, dengan mengacu kepada RPHD
dan RKHD yang telah disahkan.

Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka
waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap
5 (lima) tahun.

Apabila pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa di Desa
Kamiri melanggar hak dan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Amar KELIMA dan KEENAM dikenakan
sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum-
1/2016 tentang Perhutanan Sosial.

KESEPULUH...
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KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

T

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Salinan sesuai dengan aslinya  paqa tanggal 4 Oktober 2017
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
Sekretariat Dircktora KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan ' pDIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
@ SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.
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HADI DARYANTO

NIP 19571020 198203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menteri Dalam Negeri;
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Menteri Perindustrian;
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Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;

. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung;

. Gubernur Sulawesi Selatan;

. Bupati Barru;

. Kepala Balai Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan Wil. Sulawesi;

. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;

. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII di Kab. Barru;

. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
. Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Kamiri.
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